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Menimbang : a.

BUPATT IdAL*i{ATEHft.A EARAE

bahwa dalanr rangka mernenuhi target percepatan penurunan stunting
pada keluarEa berisiko stunting di Kabupaten Halrnahera Barat
sebagaimana arnanat dari Lampiran angka I (halaman 31), angka 14
{halaman 34) dan angka 5 (halaman 4i} Feraturan presiden Nomor 7?
Tahun 2021 tentang Fercepatan Penurunan stunting, dan ketentuan
Pasal 5 ayat (Bi huruf m dan n Peraturan Eupati Halmahera Barat Nomar
2,A Tahun ?A27 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang
rnengamanatkan bahwa kegiatan intervensi sensitive dengan sasarar']
masyarakat umum dapat meliputi penyediaan bantuan dan jamirian
sosial bagi keluarga miskin dan peningkatan ketahanan pangan dan giel
kepada masyarakat;
bahwa berclasarkan ketentuan Bab II Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah huruf D angka 4 huruf d angka 1) dan 3) Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa tata cara
penggunaan Belanja Tidak Terduga (Bl-I) keperluan mendesak meliputi
kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggarsn berjalan dan
Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Femerintah Daerah d*n
tidak elapat diprediksi sebeiurnnya serta ar-nanat peraturan perundang-
*ndangan;
bahwa bereiasarkan p*rtimbangan sebagairRa*a dimaksud daian: hur*f a
eian huruf b, perir-i menetapkan K*putusan Bupati tentang p*r:etap*n
Selarij* Tidak Terduga {3rT] untuk Keperluan Mendesak pelayanan
Dasar Diiuiir f'cndali dan Tidak D*pat Diprediksi S*b*lumny* dalarrr
Ranqka lvlenri*kung Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
l"'lalnrahera Earat Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan LJndang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah swatantra Tingkat II Dalam wilayah Deerah swatantra Tingkat i
Maluku rnenjadi Undang-undanq;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang*undang t\omor 45 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenqgara
Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000;
Undang*undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Seiatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di
Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-irndang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaari
Negara;
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7. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang perneriksaan
Fengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

8 undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan sosiai
Nasional;

9. undang-undang Non"ior 11 Tahun 2009 tentang Kesehjateraan sosial;
10, Undang-undang Nonror 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan

dan Gizi;
14. Peraturan Pemerintah

Keuangan Daerah;
i.5. Feraturan Pemerintah

Pangan;

Nomor LZ Tahun 2019 tentang pengelolaan

Nornor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan

16. Peraturan Presiden Nornor 77 Tahun 202L tentang Percepatan
Penurunan Stunting;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA tentang
Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Ncmor 23 Tahun 2012 tentang Upaya
Perbaikan Gizi masyarakat;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedonian
Gizi Seimbang;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Ncmor 66 Tahun 2014 tentang
Pemantauan Fertumbuhan, Perkembangan dan GanEguan Tumbuh
Kembang Anak;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Program indonesia sehat dengan pendekatan
Keluarga;

23, Peraturan Menteri Scsial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran
Bantuan Pangan Non Tunai;

?4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat penyakit;

25, Peraturan Eaerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupate*
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A22;

27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun ZA22 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A27;

28, Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 2"A Tahun 2022 tentana
Percepatan Penurunan Stunting.

Memperhatikan : Surat Proposal Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Nomor : 4AVLL79.al20?2 tanggal 05 Desember
2022, perihal : Permohonan Bantuan Pengadaan pangan Biaya Tidak
Terduga (BTr) keperluan mendesak kepada Keluarga Berisiko stunting
Dalam Mendukung Fercepatan Penurunan stunting di Kabupaten
Hairnahera Barat.

Menetapkan

KTSATU

MEMUTI.ISKAN :

a

: Penetapan Belanja Tidak Terduga (BTr) untuk Keperluan Mendesak
Pelayanan Dasar Diluar Kendali dan Tldak Dapat Diprediksi seberumnya
dalam Rangka Mendukung Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2022.
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Teknis Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,

diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB

Kab. Halrnahera Barat dengan berpedornan sesuai ketentuan peraturan

perundang-urrdangan yang berlaku.

Kepala SKPD yang melaksanakan Belanja Tidak Terduga (BlT) untuk

Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya mengajukan Rencana Kebutuhan

Beianja Tidak Terduga (BTT) kepada PPKD selaku BUD,

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran ?A7?.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jailolo
pada a7 2022

BARA?,

Tenbusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utana di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maiuku Utara diTernate,
4. Inspektur Inspektorat Daeralr Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

lftdis Kesehatan, PP & KB
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